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Kelola Lahan Perjuangan
Untuk Kedaulatan Pangan

Foto: Petani SPI Bengkulu sedang mengerjakan lahan perjuangan untuk kemudian bersama-sama berproduksi dengan menanami tanaman pangan untuk memcukupi 
kebutuhan keluarga dan mendukung kedaulatan pangan lokal 
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Foto: Pembakaran rumah petani SPI oleh oknum di Batang Hari, Jambi terkait konflik hutan 

JAKARTA. Terkait laporan masyarakat yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI), mengenai tindakan penggusuran dan 
pembakaran rumah warga di lahan yang disengketakan dengan PT REKI di Kabupaten Batang Hari, Jambi, Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM.

Komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi, yang telah melakukan pengecekan langsung juga menyampaikan bahwa pemerintah 
bisa diindikasikan melakukan pelanggaran, karena tidak mengakomodir keinginan warga untuk mendapatkan hak memenuhi 
kebutuhan ekonomi mereka dengan memanfaatkan hutan.

“Terdapat indikasi pelanggaran HAM. Ada rumah yang di bakar, ada kerugian harta benda, dan buldozer yang melakukan 
penggusuran. Akibatnya warga mengalami trauma psikis. Dalam situasi apapun, warga negara harus dijamin hidup tenang tanpa rasa 
takut,” ungkapnya (13/01).

Dianto juga mengemukakan, guna menghindari konflik dalam pengelolaan hutan, Komnas HAM meminta agar warga dilibatkan 
dalam pengelolaan kawasan hutan, karena menurutnya sebagian warga sangat membutuhkan tanah, termasuk hutan sebagai 
sumber ekonomi.

Mengenai pengoleloaan hutan, dia menuturkan bahwa masyarakat bisa dibina dan diorganisir dengan baik untuk bersama-sama 
mengelola dan melindungi hutan, jadi bukan hanya dilakukan oleh badan usaha saja.

Dianto menambahkan, temuan ini akan dibawa ke Menteri Kehutanan untuk bisa ditindaklanjuti. Pihaknya juga akan mendatangi 
Polda Jambi dan Dinas Dinas Kehutanan, untuk berkoordinasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan petugas kepolisian 
maupun Dinas Kehutanan di lapangan, terkait konflik lahan antara masyarakat  dengan PT REKI tersebut.

Sementara itu, Ketua Departemen Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukan) Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Agus Ruli 
Ardiansyah, menyambut baik temuan Komnas HAM ini.

“Semoga temuan Komnas HAM ini segera ditindaklanjuti sehingga pihak berwenang dapat mengusut tuntas dan menghukum 
oknum pelaku kriminalisasi petani ini. Kami juga mengajak Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, hingga pihak 
kepolisian untuk bersama SPI memberantas ilegal logging, menghentikan proses penanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan, 
menghentikan proses kriminalisasi petani, serta menjaga kelestarian hutan” ungkapnya.

Komnas HAM: Konflik REKI-Petani, 
Ada Indikasi Pelanggaran HAM
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Foto: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih diangkat di atas reog pada saat deklarasi SPI Bengkulu (24/01)

REJANG LEBONG. Bertempat di lapangan bola kaki Desa Talang Blitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong 
Provinsi Bengkulu, Serikat Petani Indonesia (SPI) secara resmi dideklarasikan di Bengkulu (24/01). Deklarasi yang dihadiri dan 
dirayakan oleh 15 ribuan petani tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum SPI Henry Saragih.

Dalam deklarasi yang bertemakan ”Mewujudkan Pembaharuan Agraria Sejati dan Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Kaum 
Tani”  ini, Henry Saragih menyampaikan SPI bukanlah organisasi ilegal melainkan organisasi resmi yang diakui pemerintah yang 
terstruktur dari tingkat desa hingga tingkat nasional yang murni menjadi wadah petani.

“Para petani yang bergabung dalam SPI adalah petani tertindas, yang tergusur, petani yang (akan) hilang tanahnya, petani yang 
menjadi buruh di tanahnya.  SPI bersama gerakan masyarakat sipil lainnya juga merupakan pelopor gerakan kedaulatan pangan 
dunia dan pelopor gerakan penyelamatan hutan dunia. Tujuan SPI adalah meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat petani 
di Indonesia,” ungkap Henry.

Henry juga memaparkan, kedaulatan pangan di Indonesia bisa terwujud bila petani berdaulat dan menjadi pemilik atas tanahnya 
seperti yang diamanahkan oleh UUPA No. 5/1960 dan juga didukung oleh pertanian agroekologis.

“Khusus untuk wilayah Rejang Lebong dan Kepahiang  perlu ditegaskan bahwa petaninya tidak perlu digusur hanya karena 
untuk penyelamatan hutan. SPI menjamin upaya penyelamatan hutan berbasis pertanian agroekologis, seperti yang sudah 
diterapkan di Meksiko oleh petani anggota La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) yang telah berhasil membuat UU 
bahwa tanaman kopi dan karet menjadi tanaman konservasi yang tidak merusak hutan. Saat ini SPI juga sedang gencar mendorong 
Kementerian Kehutanan RI untuk membuat kebijakan yang mana nantinya para petani lah yang akan menjaga dan melestarikan 
hutan, karena petani sudah dari zaman dahulu telah punya kearifan lokal dan adat yang menjamin kelestarian hutan dimana tempat 
mereka bertani,” papar Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina.

Sementara itu, menurut Ketua SPI Bengkulu Henderman, pembentukan SPI di wilayah Bengkulu ini melalui proses yang panjang 
dan sulit.

“Mayoritas kami telah mengalami kriminalisasi oleh oknum baik pengusiran, pembakaran dan penangkapan akibar 
mempertahankan lahan perjuangan untuk mengisi sejengkal perut ini. Oleh karena itu kami melakukan konsolidasi dan menetapkan 

15 Ribuan Petani Rayakan 
Deklarasi SPI Bengkulu

Bersambung ke hal.11
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SPI Jawa Barat: Tertibkan Tanah Terlantar 
dan Berikan Tanah Kepada Petani Penggarap

SUKABUMI. Perjuangan petani kecil Jawa Barat khususnya di Sukabumi adalah perjuangan pembaruan agraria dimana syarat 
pembaruan agraria adalah hak atas tanah kemudian menjamin proses produksi hingga pemasaran dan sistem pertanian yang ramah 
lingkungan. Hal ini dituturkan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat (Jabar) Tantan 
Sutandi dalam acara dengar pendapat bersama petani, terkait lahan garapan petani eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugih Mukti, di 
Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi, (14/01).

Tantan menjelaskan Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang memiliki tanah telantar terluas se-Jawa Barat. Dari luas tanah 
di Kab. Sukabumi seluas 417.000 hektare, sekitar 20.000 hektare merupakan lahan telantar. Tanah telantar seluas itu, meliputi lahan 
perkebunan swasta dan tanah lainnya yang status kepemilikannya HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB).

“Di saat yang sama kondisi petani di jawa barat, khususnya di Sukabumi tidak juga kunjung membaik, hal tersebut bisa dilihat 
dari tingginya tenaga kerja yang keluar dari pertanian berpindah ke kota, atau bahkan menjadi TKI / Buruh Migran di luar negeri 
yang angkanya pada tahun 2010 saja mencapai sebanyak 32.632 orang. Tingginya angka tanah terlantar tentu menjadi ironi bagi 
petani, sebab Kontribusi PDRB (produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sukabumi terbesar pada sektor pertanian yaitu 29,73 
persen (BPS 2011),” papar Tantan.

Foto: Acara dengar pendapat bersama petani, terkait lahan garapan petani eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugih Mukti, di Kecamatan Warung Kiara, Suka-
bumi, (14/01)

Bersambung ke hal.11
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Muscab SPI Pasaman: Bersama 
Mewujudkan Kedaulatan Pangan
PASAMAN. Kedaulatan Pangan adalah hak 
setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 
memproduksi pangan secara mandiri, 
mengkonsumsi dan memasarkan hasil 
pertaniannya tanpa adanya intervensi 
pihak luar. Sementara, ketahanan pangan 
pada dasarnya hanyalah kemampuan 
ketersediaan bahan pangan di pasar, 
tanpa mempertimbangkan siapa yang 
memproduksi dan dari mana berasal. 
Hal inilah yang menjadi pembahasan 
dalam diskusi publik yang mengawali 
Musyawarah Cabang (Muscab) Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Kabupaten 
Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar), yang 
diselenggarakan di Lumbung Pangan 
Sapayuang Saiyo, Nagari Sundata, Kec. 
Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, 19-20 
Desember 2012.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah 
(BPW) SPI Sukardi Bendang 
menyampaikan kebijakan pemerintah 
yang hanya bertumpu pada ketahan 
pangan mengakibatkan bahan masakan 
yang diolah di dapur kita tidak lagi 
berasal dari hasil panen kebunnya petani 
Indonesia, tapi kebanyakan bahan pangan 
impor.

“Sementara lahan-lahan petani secara 
umum di Indonesia tanah telah ditanam 
dengan kelapa sawit, telah ditanam oleh 
kebun kayu akasia, dan telah dilubangi 
untuk ditambang oleh perusahaan 
pertambangan. Akibatnya petani-petani 
kita menjadi buruh untuk mendapatkan 
uang guna membeli beras dan sayur-
sayuran buatan luar negeri. Jadi konsep 
ketahanan pangan ini terbukti sudah 
gagal, kedaulatan panganlah yang harus 
diterapkan di negeri ini” papar Sukardi.

Seementara itu menurut Kepala 
Dinas Pertanian Kab. Pasaman, Ir. 
Nasrun  yang juga hadir dalam acara 
ini, petani harus mengorganisir diri 
untuk mensejahterakan dirinya sendiri, 
sudah saatnya petani tidak lagi selalu 
bergantung dengan bantuan pemerintah.

“Saya sangat menyambut baik adanya 
organisasi SPI ini yang berorientasi 
pada kemandirian petani. Kami juga 
sudah memiliki program-program untuk 
pembangunan di bidang pertanian 
yang dipersiapkan untuk menuju 
kesejahteraan petani, tinggal sekarang 

kesiapan petaninya dalam menindaklajuti 
program-program tersebut sehingga 
kehidupan petani dapat sejahtera,” 
ungkapnya.

Perwakilan dari Badan Pelaksana 
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 
(BP2KP) Kab. Pasaman Heri Prasetyo, 
menjelaskan bahwa BP2KP melalui 
program-programnya telah mendukung 
kedaulatan pangan melalui pemanfaatan 
pekarangan menjadi sumber pangan 
dan gizi keluarga, hal ini juga dapat 
mengurangi pengeluaran keluarga.

“Pemda Pasaman juga mendukung 
adanya lumbung pangan yang berguna 
untuk persiapan masyarakat jika 
terjadi masa paceklik atau gagal panen. 
Keseriusan Pemda dalam mendukung 
lumbung pangan ini dibuktikannya 
dengan penyediaan dana APBD 
kabupaten dengan membangun gudang-
gudang pangan sebanyak empat buah 
berikut dana penyediaan stok dalam 
gudang. Semoga SPI bisa bahu membahu 
dengan Instansi terkait di Pasaman untuk 
bersama-sama membangun kedaulatan 
pangan di Pasaman dan Sumatera Barat 
umumnya,” jelasnya.

Sementara itu, Muscab ini akhirnya 
menetapkan Martias (Dt. Rangkayo Basa) 

sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang 
(DPC) SPI Kabupaten Pasaman.

“Kami siap bekerja keras membangun 
SPI di Kabupaten Pasaman ini sesuai 
amanah yang say a terima pada Muscab 
I ini dan berpedoman pada AD/Art dan 
GBHO SPI. Kami butuh dukungan semua 
pihak, baik DPP, DPW SPI Sumbar dan 
anggota SPI di Pasaman agar ke depan 
SPI lebih berkembang lagi di Kabupaten 
Pasaman ini,” tutur Martias sesaat setelah 
terpilih menjadi Ketua DPC SPI Pasaman.

Muscab ini sendiri dihadiri oleh 
seratusan petani yang berasal dari 
Kecamatan Bonjol, Kecamatan Simpati, 
Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan 
Panti, Kecamatan Rao Selatan, dan 
Kecamatan Padang Gelugur, perwakilan 
pemerintahan Kabupaten, Camat Lubuk 
Sikaping, hingga unsur DPW SPI Sumbar, 
dan Majelis Nasional Petani (MNP) asal 
Sumatera Barat, Sago Indra.#

HIDUP PETANI !!!

Foto bersama peserta Muscab SPI Pasaman
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Mempertahankan Tanah Ulayat 
untuk Anak Cucu Kamanakan

Kisah Sukses SPI Basis Sibaladuang

Sejarah Kasus

Sekitar tahun 1918 pengusaha Belanda 
bernama W. T. Simon mengajukan 
permohonan untuk memanfaatkan 
tanah ulayat nagari kepada ninik mamak 
Nagari Mungo. Setelah musyawarah, 
terjadilah sewa-menyewa tanah ulayat 
Nagari Mungo seluas 316 Ha antara 
Nagari Mungo dan W.T Simon dengan 
jangka waktu selama 75 tahun. Dalam 
perkembangannya pemerintahan Belanda 
mengeluarkan akta hak erfacht di atas 
tanah ulayat Nagari Mungo yang disewa 
oleh W.T Simon. Nagari Mungo sendiri 
terletak di antara tiga Kenagarian yakni 
Nagari Sungai Kamuyang, Andaleh 
dan Bukit Sikumpar Kecamatan Luak 
Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi 
Sumatera Barat (Sumatera Barat).

Seiring dengan terjadinya sewa 
menyewa tanah ulayat di nagari Mungo, 
pengusaha Belanda  juga meminjam tanah 
ulayat kepada Ninik Mamak nagari Sungai 
Kamuyang untuk melepaskan kuda. 
Setelah dipinjam pengusaha Belanda, 
anak cucu kamanakan (petani) dilarang 
untuk berladang dan menggembalakan 
ternak di tanah ulayat Nagari Sungai 
Kamuyang yang terletak di Jorong 
Subaladuang ini.

Pada masa Agresi II Belanda, 
tanah ulayat Sungai Kamuyang yang 
dipinjam pengusaha Belanda ini dibagi 
dua, sebagian tetap sebagai tempat 
pengembalaan ternak Belanda dan 
sebagian lagi untuk perladangan dan 
pengembalaan ternak petani. Setelah 
kemerdekaan petani kembali menguasai 
tanah ulayat yang dulu dipinjamkan ke 
pengusaha Belanda ini.

Tahun 1962 pemerintah melarang 
petani berladang di tanah ulayat ini, bagi  
yang tidak mau meninggalkan ladangnya 
di usir paksa oleh aparat bahkan terjadi 
kekerasan terhadap petani. Puncaknya 
tahun 1967 Pemerintah Kabupaten Lima 
Puluh Kota mengumpulkan masyarakat 
nagari Sungai Kamuyang, memaksa untuk 
menyerahkan tanah ulayat tersebut 
kepada pemerintah. Masyarakat Sungai 

Kamuyang tidak mau menyerahkan tanah 
ulayat nagarinya kepada pemerintah, 
masyarakat pun dituduh PKI kemudian 
pemerintah secara paksa mengambil 
tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten 
Lima Puluh Kota menyerahkan tanah 
ulayat nagari Sungai Kamuyang seluas 
66,6 Ha kepada PT. Yenita Ranch, dengan 
Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 tanggal 7 
Desember 1970 dari Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Sumbar berdasar SK 
Menteri Dalam Negeri No. SK.29.a/HGU/
DA/70 PT. Yenita Ranch mengelola tanah 
tersebut untuk peternakan. Kegiatan 
peternakan ini hanya berjalan sampai 
tahun 1973 kemudian lahan kembali 
diolah menjadi perladangan oleh 
masyarakat. Tahun 1991 PT. Yenita Ranch 
kembali mengusahakan tanahnya dengan 
menanam Jahe Gajah untuk ekspor, 
namun usaha ini berjalan hanya sampai 

Oleh: Sukardi Bendang *)

tahun 1994.
Setelah berakhirnya masa berlaku 

HGU No. 01 PT Yenita Ranch tahun 1997, 
PT Yenita Ranch kembali memperpanjang 
HGU-nya tanggal 22 April 1997 
dengan masa berlaku HGU untuk 30 
tahun ke depan. Proses perpanjangan 
HGU ini mendapat penolakan dari 
petani penggarap, ninik mamak dan 
pemerintah Nagari Sungai Kamuyang, 
namun pemerintah tetap mengabulkan 
perpanjangan HGU PT Yenita Ranch 
(penolakan dalam bentuk aksi, lisan dan 
tulisan ke pemerintah).

Seiring dengan berdirinya Serikat 
Petani Sumatera Barat (SPSB – anggota 
Federasi Serikat Petani Indonesia-FSPI 
sebelum berubah menjadi Serikat Petani 
Indonesia-SPI) pada tahun 1998, anak 
cucu kamanakan (petani) didukung 

Foto: Petani SPI Sumatera Barat sedang bergotong royong mengerjakan lahannya.

Bersambung ke hal. 12
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Bersambung ke hal. 10

Aksi Petani Meksiko
Tolak Jagung Rekayasa Genetika

MEXICO CITY. Ratusan petani dari 20 negara bagian di Meksiko melakukan aksi menolak jagung hasil rekayasa genetika di depan 
Monumen Malaikat Kebebasan di Mexico City, Meksiko (23/01). 

Alberto Gómez Flores, pemimpin dari Organisasi Petani Meksiko (National Union of Autonomous Regional Peasant Organizations-

Foto-foto yang menunjukkan aksi petani Meksiko menolak jagung rekayasa genetik, 23 Januari 2012 di Mexico City, Meksiko.
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Petani MST Brasil
Tewas Ditembak

RIO DE JANEIRO. Cicero Guedes, seorang buruh tani sekaligus aktivis MST (Gerakan Buruh Tani Tak Bertanah Brasil-anggota La Via 
Campesina) tewas ditembak oleh orang yang tak dikenal pada saat sedang bersepeda di dekat ladang tebung di daerah Cambahyba, 
Rio De Janeiro (25/01). Cicero setidaknya sepuluh kali yang mengakibatkannya tewas di tempat.

Berdasarkan berita resmi dari situs MST, Cicero adalah seorang buruh tani yang bekerja di ladang tebu di Alagoas. Dia salah satu 
pejuang yang getol memperjuangkan pembaruan agraria dan menjadi koordinator dari pengokupasian daerah Cambahyba, sebuah 
kompleks yang berisikan tujuh wilayah pertanian seluas 3.500 Ha.

Cicero adalah seorang ahli dalam pengembangan agroekologi. Dia berusaha mempertahankan keanekaragaman hayati dan 
menyadari pentingnya hal itu. Cicero juga seorang guru di pemukiman daerah okupasi.

Marcelo Durao, salah seorang pemimpin lokal MST menyebutkan pemerintah Brasil telah menyatakan bahwa Cambahyba adalah 
daerah yang tidak produktif pada Juli 2012. Namun daerah ini sendiri cukup kontroversi karena cukup banyak menjadi "panggung" 
kekerasan HAM yang dilakukan oleh kediktatoran pemerintah, seperti pekerja anak, perbudakan, pelanggaran hak-hak buruh, 
kejahatan lingkungan, hingga lokasi pembakaran tahanan politik.

"Sebenarnya Institut Nasional Pembaruan Agraria(INCRA) telah berkomitmen membangun sebuah pemukiman di daerah ini, 
namun sejauh ini yang ada hanya janji belaka," Ungkap Marcelo.

Sementara itu, perwakilan Koordinator La Via Campesina Amerika Latin menyampaikan dukacita yang cukup mendalam atas 
tragedi ini dan berharap agar pemerintah Brasil mampu segera mengungkap dalang dari pembunuhan ini.#

Foto: Seorang buruh tani tak bertanah sedang menunjukkan bendera MST di dekat wilayah konflik yang menewaskan seorang petani dan aktivis MST
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Aksi buruh tani di Afrika Selatan menolak eksploitasi. (Foto oleh David Harrison M & G)

Hentikan Eksploitasi 
Buruh Tani di Afrika Selatan

WESTERN CAPE. Selama November tahun lalu, msyarakat dunia menyaksikan adanya aksi pemogokan besar-besaran yang dilakukan 
oleh buruh tani di Provinsi Western Cape, Afrika Selatan. Aksi tersebut dilakukan untuk menolak eksploitasi buruh tani miskin 
yang dipekerjakan di perkebunan ataupun petenakan besar, sekaligus menuntut kenaikan upah. Aksi ini sendiri berlangsung ricuh, 
menyusul dengan ditangkapnya banyak petani, buruh tani dan aktivis tani, termasuk beberapa anggota dari organisasi Pembaruan 
Agraria Untuk Kampanye Kedaulatan Pangan (Agrarian Reform for Food Sovereignty Campaign), yang juga anggota La Via Campesina 
(Gerakan Petani Internasional).

Aksi tersebut pun berlanjut dengan negosiasi langsung dengan pihak pemerintah Afrika Selatan. Namun sayangnya, pemerintah 
tidak bergeming dan tidak mengabulkan tuntutan kenaikan upah bekerja buruh tani. Alhasil, awal Januari tahun ini, buruh tani 
kembali menggalang massa dan kembali melakukan aksi, dan lagi-lagi kembali "ditekan" oleh polisi dalam aksi tersebut.

Menurut Petrus Brink, sejak aliansi petani dan buruh tani melakukan aksi ini, baik polisi dan pemilik peternakan-perkebunan 
seolah "bermain mata". Polisi menekan dalam aksi, sedangkan pemilik tetap mengintimidasi (yang cenderung rasis) karena memiliki 
impunitas yang tinggi.

Petrus juga mengemukakan, aksi dan pemogokan ini juga merupakan akibat dari kegagalan pemerintah untuk melaksanakan 
reformasi lahan di Afrika Selatan. Janji pemerintah untuk setidaknya mendistribusikan 30 persen lahan pada tahun 2015 masih 
sangat jauh dari yang diharapakan. 

"Sudah 100 tahun sejak 1913, Undang-Undang Lahan ini berhasil mengusir jutaan rakyat dari lahannya dan mengubahnya 
menjadi buruh tani. Sudah cukup 100 tahun, jangan diperpanjang," ungkap Petrus (14/01).

Sementara itu, aksi dan pemogokan pekerja pertanian di Afrika Selatan ini juga harus dilihat sebagai gerakan masyarakat miskin 
pedesaan Afrika yang memprotes ketidakadilan dan eksploitasi. Sektor pertanian di Afrika Selatan tidak hanya mempekerjakan 
warga negara Afrika Selatan, namun juga buruh-buruh tani yang berasal dari negara tetangga seperti Mozambik, Zimbabwe dan 

Bersambung ke hal. 10
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Malawi. Mereka inilah yang terkadang justru lebih "dieksploitasi" dan terancam 
akibat sering bekerja secara ilegal dan tanpa perlindungan sosial. Pertanian komersial 
di Afrika Selatan adalah yang terbesar di benua Afrika, dan tumbuh subur dengan 
mengorbankan dan menindas buruh taninya.

Oleh sebab itu, La Via Campesina, khususnya wilayah Afrika menyatakan 
dukungan penuh dan solidaritas bagi para buruh tani dan petani kecil di Afrika 
Selatan, serta mengutuk keras segala bentuk kekerasan, intimidasi dan eksploitasi 
yang ditujukan kepada buruh tani dan petani kecil.

"Bersama suara organisasi-organisasi masyarakat sipil Afrika Selatan, kami 
menyerukan kepada pemerintah Afrika Selatan untuk mau mendengarkan tuntutan 
rakyatnya dan tergerak hatinya untuk mengabulkan tuntutan petani kecil dan buruh 
tani yang menginginkan kenaikan upah dan perbaikan martabat hidup," tambah 
Petrus, mewakili perwakilan La Via Campesina Afrika. #

Sambungan dari hal. 9

Foto: Aksi Menolak Eksploitasi Buruh Tani dan Menuntut Kenaikan Upah bagi Buruh Tani di Afrika Selatan

UNORCA, anggota La Via Campesina) menyampaikan aksi ini berupa aksi damai berupa duduk di monumen tersebut. 
"Melalui aksi damai ini kami ingin menyentuh hati setiap orang, kalau saat ini di Meksiko setidaknya terdapat 30 juta 

penduduknya yang kelaparan. Hal ini diakibatkan model pembangunan pertanian yang hanya menguntungkan sekelompok kecil 
golongan yakni perusahaan transnasional, dan saat ini mereka justru berusaha untuk mempromosikan rekayasa genetika dari 
pangan yang menjadi warisan terbesar rakyat kita, yakni jagung," ungkapnya.

Alberto juga mengemukakan, melalui aksi ini mereka ingin mengekspresikan kemarahan mereka kepada pemerintahan Meksiko 
yang lebih memprioritaskan kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional daripada kepentingan petani kecil. Apalagi jika 
pemerintah mengeluarkan izin penanaman jagung transgenik secara komersial di Meksiko.

"Setelah kunjungan Olivier de Schutter selaku pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan PBB pada 2011, dia merekomendasikan 
agar pemerintah Meksiko segera menangguhkan penanaman jagung transgenik eksperimental. Karena hal ini berdampak langsung 
terhadap hak asasi petani (akan benih), keanekaragaman hayati, dan karena pentingnya jagung dalam asupan pangan dan budaya 
Meksiko. Namun, pemerintah mengabaikan rekomendasi tersebut," lanjut Alberto.

Alberto menambahkan, invasi jagung transgenik bukan hanya menjadi masalah bagi petani tapi justru akan mempengaruhi 
semua orang sebagai konsumen, karena dari sisi kesehatan juga belum terbukti keamanannya.

Solidaritas La Via Campesina
Dalam aksi tersebut, Alberto menyayangkan tindakan kepolisian yang terkesan berlebihan dalam menyambut aksi damai ini. 

Setidaknya pemerintah melalui kepolisian menyiapkan pasukan polisi yang bertameng dan bersenjatakan lengkap, dan berniat 
mengusir peserta aksi.

"Padahal kami telah berbicara langsung dengan Miguel Ángel Mancera Espinosa, selaku Kepala Pemerintahan Distrik Federal 
Mexico City dan menyampaikan kalau aksi kami ini aksi damai. 

Tindakan pemerintah itu sangat simbolis, karena mereka mencegah rakyat negeri ini berada di depan Monumen Kemerdekaan 
dari penjajahan Spanyol. Tindakan mereka saat ini mencerminkan pihak mana yang saat ini mereka layani, yakni para kolonialis baru 
yang berbentuk Monsanto, Dupont, Pioneer dan lainnya. Kami akan tetap duduk disini dan berusaha mendekati monumen, dan jika 
kalian mengusir kami, kami akan tetap bertahan," tegas Alberto yang juga Koordinator La Via Campesina wilayah Amerika Utara ini.

Sementara itu, untuk mendukung aksi petani Meksiko ini, La Via Campesina melalui Koordinator Umumnya Henry Saragih 
mengirimkan surat dukungan dan solidaritas. Surat ini sendiri ditujukan untuk pemerintahan Meksiko, petani Meksiko dan anggota 
UNORCA, dan seluruh masyarakat dunia. 

Dalam surat tersebut, Henry Saragih menyampaikan anggota La Via Campesina dari seluruh penjuru dunia mendukung 
perjuangan petani Meksiko yang menolak jagung rekayasa genetik.

"Dengan kehadiran La Via Campesina di lebih dari 70 negara di seluruh dunia, kita telah melihat kebenaran di balik kebohongan 
Monsanto dan perusahaan transnasional lainnya ketika mereka berusaha mempromosikan manfaat benih transgenik. Kita telah 
melihat bagaimana kegagalan benih telah menyebabkan bunuh diri massal petani di India, menyebabkan banyak masyarakat di 
Filipina dan araguay jatuh sakit. Sekarang mereka ingin "mengotori" pusat asal muasal salah satu tanaman pangan yang paling 
penting bagi seluruh umat manusia. Jadi tentu saja kita tidak akan membiarkan hal ini terjadi, karena bukan hanya kedaulatan 
pangan di Meksiko yang dipertaruhkan, namun kedaulatan pangan seluruh masyarakat dunia," ungkap Henry yang juga Ketua Umum 
Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam surat tersebut.

Henry menambahkan, La Via Campesina menyerukan kepada Pemerintah Meksiko untuk menolak penanaman jagung transgenik 
komersial dan membatalkan izin yang telah diberikan untuk eksperimenta terbuja dan plot percontohan tanaman rekayasa organik, 
serta mencabut peraturan keamanan hayati dan benih neoliberal yang semakin melegalkan tanaman pangan rekayasa genetikadi 
Meksiko

"Kami mendukung penuh perjuangan ini dan bersama-sama petani Meksiko lainnya yang berusaha mempertahankan 
kedaulatan pangan dan warisan bumi pertiwinya," tambah Henry.#

Sambungan dari halaman 7
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Senada dengan Tantan, perwakilan Dewan Pengurus Pusat(DPP) SPI, Wahyu Agung Perdana yang turut menghadiri acara ini 
menyampaikan tanah harus untuk petani penggarap.

“Jika saja 20.000 Ha tanah terlantar di Sukabumi dibagikan kepada petani (kecil dan petani penggarap), maka tidak perlu lagi 
ada warga Sukabumi yang harus mencari nafkah di negeri seberang. Hal ini juga akan memastikan tercapainya kedaulatan pangan di 
Sukabumi, dan Jawa Barat,” tutur Wahyu.

Sementara itu menurut Sofian Efendi selaku Asisten Daerah I Kab. Sukabumi yang hadir dalam acar ini menyampaikan, 
Pemerintahan Kabupaten Sukabumi berkomitmen terhadap penertiban lahan-lahan terlatar adalah dengan mengedepankan 
persatuan dan kesatuan.

“Untuk penyelesaian masalah tanah eks HGU PT. Sugihmukti kita akan tetap pada koridor hukum. Sedangkan untuk penyelesaian 
dan pengajuan hak di eks HGU PT Sugih Mukti Kecamatan Warung Kiara haruslah satu pintu melalui Serikat Petani Indonesia, 
sehingga tidak ada orang luar yang punya tanah, jadi kita menunggu validasi data yang akan diserahkan SPI,” ungkap Sofian yang juga 
wakil ketua tim yang menangani tanah terlantar di wilayah Sukabumi.

Hadir juga dalam acara ini Kabag Pertanahan Kab. Sukabumi Taufik, dan Kasi Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Sukabumi Saifudin, beserta jajaran Muspika, para kepala desa, hingga seratusan petani SPI Sukabumi.

Oleh karena itu, Tantan menambahkan, DPW SPI Jabar meminta agar pemerintah menertibkan tanah-tanah terlatar yang telah 
habis masa HGU-nya.

“Kami juga menyerukan agar pemerintah (khususnya Provinsi Jabar dan Kabupaten Sukabumi) untuk memberikan tanah kepada 
petani penggarap, dan melibatkan organisasi tani dan petani dalam proses-proses penertiban tanah terlantar selaku pihak yang 
terdampak langsung. Ini semua untuk menjalankan pembaruan agraria sejati sesuai UUPA No. 5 1960,” tambahnya.

Sambungan dari hal.4

Sambungan dari hal.3

untuk bergabung dengan SPI yang selama ini perjuangannya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat petani. 
Kami optimis hal ini bisa tercapai setelah Bergabung dengan SPI. SPI dalam perjuangannya, akan dilakukan di semua tingkatan, baik 
di tingkat basis sampai tingkat basis. Kita sendiri yang akan memperjuangkan kasus kita, tidak ada lagi kasus yang kita perjuangkan 
kita serahkan ke pihak lain. Saya berharap seluruh pengurus dan anggota SPI bengkulu tidak termakan oleh pihak-pihak lain yang 
mengatasnamakan organisasi atau individu yang ingin menawarkan jasa membantu perjuangan kita. Semua keputusan organisasi 
harus melalui rapat-rapat, karena kita sudah berorganisasi, maka semua rencana dan pelaksanaannya melalui organisasi. Sejatinya 
perjuangan di SPI adalah petani sendiri yang bisa menyelesaikan kasusnya. tentu petani yang terorganisasikan di SPI," paparnya.

Henderman menambahkan, agenda setelah deklarasi ini adalah penyusunan struktur kepengurusan SPI mulai dari tingkat Desa 
hingga propinsi melalui musyawarah basis, ranting, cabang dan wilayah.

“Pelaksanaan deklarasi ini sendiri  murni 100 persen dari swadaya petani termasuk soal pendanaannya,” tambahnya.
Acara deklarasi SPI Bengkulu ini sendiri juga turut dihadiri Bupati Kepahiang Drs. Bando Amin C Kader, Ketua DPRD RL Drs. 

Darussamin, perwakilan Polda Bengkulu, Kapolsek Sindang Dataran, Koramil, BKSDA, Puskesmas Sidang Dataran (Pengobatan 
Gratis) dan perwakilan beberapa gerakan masyarakat sipil dan LSM di Bengkulu.#

Foto: Deklarasi SPI di Bengkulu, di lapangan bola kaki Desa Talang Blitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu (24/01)
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Foto: Salah satu sudut lahan perjuangan SPI di Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

Sambungan dari hal.6

pemerintah nagari beserta ninik mamak Nagari Sungai Kamuyang melakukan reklaming lahan yang ditelantarkan PT. Yenita Ranch 
ini. Lahan ini kemudian ditata dan diusahakan menjadi lahan pertanian.

Selanjutnya pada tahun 1999 SPSB (SPI) sudah melakukan musyawarah perencanaan dan penataan lahan pertanian dengan 
anggota basis di Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang ini, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan keorganisasian, agraria dan 
pertanian organik sepanjang tahun 2000 – 2004. SPI dalam ini terlibat aktif melalui basis untuk mendorong lahirnya Peraturan 
Nagari untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah ulayat nagari dan pengaturan pemanfaatannya.

Pada tahun 2003, pemerintah Nagari Sungai Kamuyang mengeluarkan Peraturan Nagari (Perna) No. 01 tahun 2003 tentang 
pemanfaatan tanah ulayat nagari. Perna ini mengatur kepastian hukum dan pemanfatan tanah ulayat nagari lebih kurang 266 Ha di 
Nagari Sungai Kamuyang, termasuk di dalamnya tanah ulayat nagari yang diklaim milik HGU PT Yenita Ranch seluas 66,6 hektar.

Ada beberapa poin penting dalam Perna Sungai Kamuyang No. 01 tahun 2003 menyangkut tanah yang diklaim HGU PT. Yenita 
Ranch, antara lain :

Pemanfaatan tanah ulayat nagari peruntukannya diutamakan bagi anak nagari (petani dan kelompok tani), dan hanya dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan pertanian.

Perorangan dan atau per kepala keluarga dapat mengolah seluas 0,25 Ha dan bagi kelompok tani maksimal empat Ha per 
kelompok tani, masing-masing membayar iuran Rp. 75.000/tahun bagi perorangan/KK dan Rp 200.000/tahun bagi kelompok tani. 
Uang iuran ini digunakan untuk kepentingan pembangunan nagari Sungai Kamuyang.

Tanaman keras hanya dapat ditanam sebagai pembatas tanah dan hanya dilakukan oleh pemerintah nagari (petani dan 
kelompok tani hanya boleh menanami lahan dengan tanaman pangan).

Dukungan Politik SPI dan Pemerintah.
Pada 28 Februari 2012, PT. Yenita Ranch mendaftarkan gugatan No. 06/Pdt.G/2012/PN.Pyk. ke Pengadilan Negeri Payakumbuh. 

PT Yenita Ranch mengajukan gugatan bahwa lahan miliknya dikuasai oleh masyarakat berdasarkan izin para tergugat yaitu ; Yol 
Hendrianto sebagai Walinagari Sungai Kamuyang, Edi, SH, MH sebagai Ketua BAMUS Sungai Kamuyang dan Amri Rais Dt. Bagindo 
Said sebagai Ketua Lembaga Adat Nagari (LAN) Sungai Kamuyang. Menurut PT Yenita Ranch penyerobotan lahannya oleh petani 
berdasarkan izin tergugat telah menimbulkan kerugian perusahaannya.

Selama proses persidangan bulan Mei – Oktober 2012, anggota SPI Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang terus melakukan 
kegiatan pertaniannya dan semakin mengkonsolidasikan organisasi. Di Sibaladuang, SPI memiliki satu kepengurusan basis 
(Dewan Pengurus Basis-DPB SPI Sibaladuang) yang menaungi 12 kelompok tani yang mengolah tanah ulayat nagari yang diklaim 
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Foto bersama Ketua BPW SPI Sumatera Barat Sukardi Bendang (tengah) bersama petani SPI Sibaladuang di atas lahan perjuangan di Sungai Kamuyang

PT. Yenita Ranch. Tepat di lahan ini juga berdiri tempat pelatihan pertanian berkelanjutan Serikat Petani Indonesia (SPI). Seiring 
berubah bentuknya organisasi dari Federasi ke Unitaris pada tahun 2008, hingga saat ini SPI terus melakukan berbagai kegiatan 
di Sibaladuang seperti penguatan basis, pendidikan keorganisasian, pendidikan dan pertemuan petani perempuan, pendidikan 
pertanian berkelanjutan dan pertemuan pertemuan lainnya.

Sebagai bentuk dukungan bagi perjuangan anggota SPI di Sibaladuang, pada 15 Juli 2012 SPI menyelenggarakan Perayaan Hari 
Lahir SPI ke 14 di atas tanah ulayat yang sedang bersengketa ini. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 3.000 orang terdiri petani anggota 
SPI Sumbar, petani sedunia anggota La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional), Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, 
pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI dari seluruh Indonesia dan para undangan lainnya. Perayaan ini juga dihadiri oleh 
pihak pemerintah diantaranya HS Dillon (Utusan Khusus Presiden), Gubernur Sumbar, Bupati Lima Puluh Kota dan Pemkab. Agam.

Selain tujuan utama untuk memperingati Kelahiran SPI yang ke-14, perayaan ini juga dalam rangka memastikan tanah untuk 
petani kecil dan penggarap. Menurut Ketua Umum SPI yang juga Koordinator Umum La Via Campesina Henry Saragih, dari tanah 
ulayat yang diperjuangkan petani Nagari Sungai Kamuyang ini, SPI ingin menyampaikan kepada seluruh dunia, bahwa pembaruan 
agraria merupakan solusi untuk menyelesaikan berbagai krisis yang saat ini dihadapi. Sementara Ketua Lembaga Adat Nagari 
(LAN) Sungai Kamuyang menyerukan anak cucu kamanakan (petani) di Sungai Kamuyang harus bersatu mempertahankan tanah 
ulayat nagari Sungai Kamuyang. Ketua LAN juga menyatakan kepada peserta yang hadir bahwa 6.500 anak kemenakannya di Sungai 
Kamuyang bergabung dengan SPI untuk memperjuangkan hak-haknya. Selanjutnya dalam acara tersebut Bupati Lima Puluh Kota 
juga mengapresiasi perjuangan masyarakat Sungai Kamuyang dalam mempertahankan tanah leluhurnya.

Dalam Perayaan Harlah SPI ke-14 tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan solusi penyelesaian konflik 
agraria di Sumbar adalah tanah ulayat yang sudah berakhir masa HGU-nya akan dikembalikan kepada pemerintah dan pemerintah 
mengembalikan kepada pemilik semula. Pemerintah Sumatera Barat sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumbar No. 21 tahun 
2012 untuk mengembalikan status kepemilikan tanah ulayat di Sumatera Barat.

Pada Perayaan Harlah SPI ini juga ditandatangani MoU Pembaruan Agraria untuk Penanggulangan Kemiskinan antara SPI dan 
pihak pemerintah yang diwakili oleh HS Dillon, diikuti dengan penanaman pohon di atas tanah ulayat nagari yang disengketakan 
petani dengan PT Yenita Ranch oleh Utusan Khusus Presiden, Gubernur Sumatera Barat, Kakanwil BPN Sumatera Barat, Bupati Lima 
Puluh Kota, dan SPI.

Setelah lebih kurang enam bulan proses persidangan gugatan PT. Yenita Ranch terhadap lahannya yang dikuasai oleh masyarakat, 
akhirnya Pengadilan Negeri Payakumbuh pada 4 Oktober 2012 mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan penggugat (PT 
Yenyta Ranch) tidak dapat diterima. Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini yaitu:

1. Masyarakat menolak HGU PT. Yenita Ranch di tanah ulayat Sungai Kamuyang, baik ketika HGU No. 01 PT.Yenita Ranch 
dikeluarkan tahun 1970 maupun perpanjangan HGU tahun1997. Penolakan disampaikan ke pemerintah secara lisan maupun 



PEMBARUAN TANI
EDISI 108
FEBRUARI 2013 L A W A N  N E O L I B E R A L I S M E14

SPI Sumut Selenggarakan
Pendidikan Politik Rakyat

Petani Kaltim Dukung Pertanian Organik
Untuk Kedaulatan Pangan

MEDAN. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) bekerjasama dengan Badan 
Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan linmas) Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan 
pendidikan politik rakyat yang bertemakan "Membangun Kesadaran Politik Menegakkan Kedaulatan Petani" di Asrama Haji, Medan 
(22/12/2012).

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut Zubaidah menyampaikan pendidikan politik seperti ini cukup bagus 
dilaksanakan karena bertujuan membangun kesadaran politik masyarakat tani, khususnya di Sumatera Utara.

"Kami dari DPW SPI Sumut menyambut baik kerjasama dengan Bakesbangpol dan linmas ProvinSi Sumatera Utara ini," 
ungkapnya. 

Acara yang dihadiri oleh seratusan petani anggota SPI dari beberapa daerah Sumatera Utara ini menghadirkan beberapa 
narasumber seperti Hendra Harahap dari Universitas Sumatera Utara dan Edi Sofyan sebagai perwakilan pemerintah. Hendra 
Harahap yang merupakan dosen Ilmu Komunikasi ini menyampaikan bahwa perpolitikan saat ini cukup ditentukan dengan 
pencitraan yang dibangun di media. 

"Asal tim medianya jago mencitrakan, maka akan baguslah penilaian masyarakat umum akan dia, tidak peduli latar belakangnya. 
jadi saat ini kalau kita ingin memilih pemimpin kita jangan termakan dengan tampilan citra di media, harus kita lacak benar rekam 
jejaknya," tambah dosen yang cukup aktif di gerakan sosial ini.#

KUTAI KERTANEGARA. Selama ini kebutuhan 
pangan di Kalimantan Timur masih sangat 
tergantung dari pulau Jawa dan Sulawesi. Salah 
satu faktor penyebabnya adalah kebijakan yang 
dibuat pemerintah kurang sepenuhnya mendukung 
sektor pertanian. Justru yang sedang terjadi adalah 
pembukaan lahan dengan skala besar untuk 
kepentingan pertambangan dan perkebunan sawit. 

Menurut Sugeng Wahyu, petani Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Kalimantan Timur (Kaltim), 
sebenarnya Kalimantan Timur bisa memenuhi 
kebutuhan pangan sendiri, dari segi luasan daratan 
sangat cukup untuk bisa dijadikan lahan pertanian 
baik untuk sawah, ladang dan kebun.

“Untuk terwujudnya kedaulatan pangan, sistem 
pertanian yang diterapkan haruslah yang dijalankan 
oleh keluarga-keluarga petani yang mengadopsi 
pertanian organik, bukan pertanian skala besar yang 
didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar,” 
ungkap Sugeng di Kutai Kertanegara (25/02).

Sugeng menjelaskan petani-petani SPI di Kaltim 
sudah menjalankan praktek-praktek pertanian 
organik ini. Salah satunya adalah lahan seluas 20 Ha yang berada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai 
Kertanegara, Kalimantan Timur.

"Lahan tersebut kami tanami tanaman pangan dan holtikultura dan alhamdulillah mampu mencukupi kebutuhan pangan 
masyarakat disini," tutur Sunggeng.

Sugeng menambahkan, petani SPI di Kaltim berharap kepada pemerintah agar memperhatikan secara serius terhadap sektor 
pertanian di Kaltim, tidak hanya soal pertambangan saja. 

"Saya berharap pemerintah harus hati-hati untuk keluarkan izin pertambangan, karena kedepannya bekas-bekas galian 
pertambangan itu tidak lagi bias dimanfaatkan pertanian,” tambahnya. #

Foto: Lahan pertanian organik yang terletak di Desa Beringin Agung, Kecamatan Semboja, 
Kabupaten Kertanegara, Kalimantan Timur
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SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA
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MENDATAR
1. Pembaruan    4. Orang yg mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan    6. Kata ganti kepunyaan
7. Persekutuan, perkumpulan    9. Peralatan dapur (untuk masak-memasak) yang dibuat dari tanah liat 
12. Tulang rusuk    13. Sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi
15. Kekuasaan; pemerintahan    17. Alat musik pukul    19. Bagian tumbuhan yang berasal dari bunga
20. Tanda nomor kendaraan Sumatera Utara    21. Indeks Prestasi    22. Bagian dari wajah    23. Makanan 
bercuka dari irisan buah mentimun, wortel, bawang, dan lainnya    24. Kolam di tepi laut yang diberi 
pematang untuk memelihara ikan    26. Tanaman umbi lapis    29. Sisa pembakaran    31. Mencuci rambut 
dengan sampo    33. Rumah yang dibuat dari kayu (untuk gudang, kandang, dsb)    35. Satuan luas
36. Peralatan menggali    37. Alat potret kedokteran yg menggunakan sinar X

MENURUN

2. Minyak pelumas    3. Tidak setuju    4. Ular besar dalam mitos   5. Harapan    7. Sekolah Luar Biasa
8. Uang masuk    10. Senang, gembira    11. Hari Ulang Tahun    14. Lapisan udara yg melingkupi bumi
16. Bunyi yang dibubuhkan pada kata    18. Bahan bakar    19. Biaya    24. Tes Uji Kemampuan    
25. Anjungan Tunai Mandiri    27. Aksara arab    28. Bola masuk gawang    29. Mula-mula sekali
30. Piala supremasi tertinggi bagi timnas bulutangkis putri    35. Remaja    34. Parit      

tertulis.
2. Adanya Peraturan 

Nagari Sungai Kamuyang 
No. 01 tahun 2003 tentang 
Pemanfaatan Tanah Ulayat 
Nagari.

3. Hasil inventarisasi dan 
identifikasi BPN Kabupatean 
Lima Puluh Kota yang 
menyimpulkan objek perkara 
telah ditelantarkan oleh PT 
Yenita Ranch.

4. Lahan tidak 
ditelantarkan masyarakat, 
di lokasi tanah ulayat yang 
dipersengketakan berdiri 17 
buah rumah penduduk.

Penutup
Di masa lalu pengambilan 

tanah-tanah pertanian 
rakyat untuk perkebunan 
besar di Sumatera Barat 
dan Indonesia umumnya 
sering dilakukan pemerintah 
dengan cara-cara yang tidak 
adil. Hampir di seluruh sentra 
perkebunan besar selalu 
terjadi konflik pertanahan 
antara masyarakat dengan 
perusahaan perkebunan. 
Tidak hanya di masa lalu, 
saat ini pun pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap 
tanah masih melakukan 
strategi curang dalam 
mendapatkan tanah, apalagi 
didukung oleh kebijakan 
pemerintah yang kurang 
memihak petani kecil dan 
penggarap.

Di saat regulasi di tingkat 
nasional belum memihak, 
petani dan masyarakat adat 
perlu mendorong lahirnya 
peraturan-peraturan yang 
melindungi tanah-tanah 
pertanian dan tanah ulayat 
mulai dari tingkat desa/
nagari hingga provinsi. 
Dan tak kalah pentingnya 
persatuan antara petani/
masyarakat adat dan 
pemerintah desa/nagari, 
karena desa atau nagari 
lah yang sesungguhnya 
berhadapan langsung 
dengan kekuatan-kekuatan 
kapitalisme.

*Penulis adalah Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah (BPW) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Sumatera Barat
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Deklarasi SPI Bengkulu

REJANG LEBONG. Bertempat di lapangan bola kaki Desa Talang 
Blitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong 
Provinsi Bengkulu, Serikat Petani Indonesia (SPI) secara resmi 
dideklarasikan di Bengkulu (24/01). Deklarasi yang dihadiri 
dan dirayakan oleh 15 ribuan petani tersebut dihadiri langsung 
oleh Ketua Umum SPI Henry Saragih.


